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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum dalam ushul fikih didefinisikan sebagai titah Allah
1
.Titah 

Allah menurut para pakar ilmu ushul dibedakan menjadi dua: titah Allah yang 

terdapat dalam al-Quran dan sunah (mansu}sa>t), dan titah Allah yang didapat 

melalui proses pemikiran pakar hukum dengan jalan qiya>s (analogi) atau 

ijma‟ (ghoirumans}usa>t).2 Oleh karena itu sumber hukum Islam yang 

disepakati oleh para ulama adalah al-Qura>n, Sunah, Ijma’, dan qiya>s. akan 

tetapi yang menjadi sumber utama adalah al-Qura>n dan Sunah, karena ijma’ 

dan qiya>s tetap bersandar kepada keduanya. 

Pengertian hukum sebagai titah Allah berakibat pada metode istinbat 

hukum. Dalam perspektif ushul fikih, setidaknya terdapat tiga pola (tariqat) 

atau metode istinbat hukum, yaitu bayani (linguistik), ta‟lili (qiyasi: kausasi) 

dan istislahi (teleologis).
3
 Ketiganya, merupakan pola umum yang 

dipergunakan dalam menemukan dan membentuk peradaban fikih dari masa 

ke masa. Dengan berbagai pola dan basis epistemik inilah lahir dan tersusun 

                                                           
1
ع انًتعهق تأفعال انًكهفين طهثا أو تخييرا أو وضعاخطاب انشار   lihat Wahbah al-Zuhaili, Ushul Fiqh al-Islami 

(Damaskus: Da>r al-Fikr, 2009), 46. 
2
 Jaih Mubarok, Hukum Islam: Konsep, Pembaharuan dan Teori Penegakan (Bandung: Benang 

Merah Press, 2006), 10-11. 
3
 Ijtihad istihsani tidak dianggap sebagai pola ijtihad yang berdiri sendiri dengan alasan beberapa 

bagian aplikasinya masuk bahasan ijtihad qiyasi dan sebagian yang lain dalam katagori istislahi, 

Lihat lebih lanjut pada Muhammad Ma‟ruf ad-Dawalibi, al-Madhal ila „Ilm Usul al-Fiqh (Ttp: 

Da>r al-Kita>b al-Jadi>d, 1965), 419. 
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2 
 

ribuan kitab fikih dengan berbagai macam cabang yang bermacam-macam di 

dalamnya. 

Pola ijtihad bayani adalah upaya penemuan hukum melalui 

interpretasi kebahasaan. Konsentrasi metode ini lebih berkutat pada sekitar 

penggalian pengertian makna teks. Usaha ini mengandung kelemahan jika 

dihadapkan dengan permasalahan yang baru yang hanya bisa dipecahkan 

dengan makna yang jauh dari teks. Pola implementasi inilah yang 

berkembang dan dipergunakan oleh para mujtahid hingga abad pertengahan 

dalam merumuskan berbagai ketetapan hukum. Mereka hanya melakukan 

reproduksi makna dan belum melakukan produksi makna baru. 

Sedangkan pola ijtihad kedua yaitu ta‟lili (kausasi)
4
 berusaha 

meluaskan proses berlakunya hukum dari kasus nas ke kasus cabang yang 

memiliki persamaan illat. Dalam epistemologi hukum Islam metode ini 

teraplikasi melalui qiya>s. Dasar rasional aplikasi metode ini adalah adanya 

keyakinan kuat mujtahid yang melakukan qiya>s mengenai adanya suatu illat 

hukum pada kasus pokok yang menjadi alasan ditetapkannya hukum yang 

berlaku terhadap kasus tersebut dan illat hukum yang sama terdapat pada 

kasus cabang sehingga hukum kasus pokok itu berlaku pada kasus cabang.  

Dengan melihat dasar dan pola operasionalnya, terlihat bahwa 

metode ini masih terpaku kepada nas. Kemonolitikan metode ini 

menguasakan hukum segala persoalan aktual kepada nas, dengan cara 

menempelkan hukum masalah di dalam nas (asal) kepada cabang. 

                                                           
4
Mahsun Fuad, “Ijtihad Ta‟lili sebagai Metode Penemuan Hukum Islam (Telaah dan 

Perbandingannya dengan Analogi Hukum positif),” Hermenia Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, 

Vol.3, No. 1 (Januari-Juni 2004), 57-79.  
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Deduktifitas qiyas menjauhkannya dari nuansa empirical approach padahal 

ideal sebuah metode penemuan hukum tidak semata berpijak pada nalar 

bayani (bahasa, teks, nas) akan tetapi perpaduan gerak nalar bayani dan nalar 

alami (perubahan empirik).   

Upaya penemuan metode yang prospektif-futuristik sebenarnya 

dapat diharapkan pada pola ijtihad istislahi yang lebih memberi ruang kepada 

kemungkinan analisis sosial. Namun usaha yang dirintis oleh al-Ghazali
5
 dan 

tertata sebagai bidang keilmuan yang mantap dan terstruktur di tangan as-

Syatibi
6
 ini tidak begitu berkembang, dipakai sebagai piranti ijtihad. Alasan 

umum realitas ini adalah tiadanya kata mufakat di antara pemikir akan 

otensitas dan landasan epistemik pola ini sebagai metode penemuan hukum 

Islam. Sebagaimana akan terlihat nanti betapa prospek metode ini akhirnya 

hilang dan baru muncul pada akhir-akhir ini dengan format, struktur dan 

kemasan yang modern.     

Sampai di sini, terasa sekali kesan bahwa studi hukum Islam yang 

berkembang selama ini adalah semata-mata bersifat normatif dan sui-generis. 

Kesan demikian ini sesungguhnya tidak terlalu berlebihan, karena jika kita 

cermati dari awal dan mendasar, usul al-fikih sendiri selalu saja didefinisikan 

sebagai   تفصيهيح""انقىاعذ لإستنثاط  الآحكاو انشرعيح انعًهيح ين أدنتها ان   “seperangkat 

                                                           
5
 Mengenai konsep maslahah al-Ghazalli, lihat al-Ghazalli, Al Mustasfa min Ilm al-Usul (Beirut: 

Da>r al-Fikr, t.th), 251. 
6
 Asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam (t.t: Dar al-Fikr, 1341 H). 
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kaidah untuk mengistinbathkan hukum syar‟i amali dari dalil-dalilnya yang 

tafsili”.
7
 

Istilah yang tidak pernah lepas tertinggal dari semua definisi usul al-

fikih tersebut adalah kalimat ين أدنتها انتفصيهيح.Ini memberi kesan sekaligus 

membuktikan bahwa kajian metode hukum Islam memang terfokus dan tidak 

lebih daripada analisis teks.
8
Lebih dari itu, definisi di atas juga memberi 

petunjuk bahwa hukum dalam Islam hanya dapat dicari dan diderivasi dari 

teks-teks wahyu saja (law in book). Sementara itu, realitas  sosial empiris 

yang hidup dan berlaku di masyarakat (living law) kurang mendapatkan 

tempat yang proporsional di dalam kerangka metodologi hukum Islam 

klasik
9
.  

Lemahnya analisis sosial empiris (lack of empiricism) inilah yang 

disinyalir oleh banyak pihak menjadi satu kelemahan mendasar dari cara 

berpikir dan pendekatan dalam metode penemuan hukum Islam selama ini.
10

 

Dari tiga model metode penemuan hukum Islam yang merupakan jabaran dari 

ushul fikih klasik di atas, adalah ilustrasi nyata akan semua asumsi sulitnya 

kajian hukum Islam memberi proporsi yang seimbang bagi telaah empiris. 

                                                           
7
 Abu Zahrah  misalnya mendefinisikannya sebagai  انعهى تا انقىاعذ انتي ترسى انًنا هج لإستنثاط الأحكاو انعًهيح

 Lihat Abu Zahroh, Usul al-Fiqh (t.t.: Da>r al-Fikr al-„Araby, t.th.), 7. Abdul .ين ادنتها انتفصيهيح . 

Wahhab Khallaf juga mendefinisikannya sebagai   انعهى تا انقىاعذوانثحىث انتي يتىصم تها إنً إستفادج الأحكاو

-Lihat Abdul Wahhab Khallaf,  „Ilm Ushul al-Fiqh (Kuwait: Da>r al .انشرعيح انعًهيح  ين ادنتها انتفصيهيح .

Qala>m, t.th.), 12.  
8
. Mahsun Fuad, Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan sosial: Sebuah Tawaran Pembaruan 

Metode Penemuan Hukum Islam, dalam  http:/www.scribd.com/doc/224792345/makalah-mahsun-

fuad. (14 Desember 2014), 5. 
9
 Ibid. 

10
ibid.  
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Studi ushul al-fikih pada akhirnya masih berputar pada pendekatan doktriner-

normatif-deduktif dan tetap saja bersifat sui-generis.
11

 

Kesulitan ini dari masa ke masa tetap saja merupakan tantangan 

yang belum terjawab tuntas. Walaupun usaha menjawab tantangan ini telah 

banyak dilakukan diantaranya melalui tawaran metodologis yang diusulkan 

oleh para pemikir hukum Islam klasik seperti al-Ghazali dengan metode 

induksi dan tujuan hukumnya maupun asy-Syatibi dengan induksi 

tematisnya.Menurut sebagian pengamat, meskipun telah merintis jalan 

pengembangan analisis empiris, tetapi dalam praktek dan kebanyakan tulisan 

mereka masih terpusat pada analisis normative-tekstual.
12

 

Tidak dapat dipungkiri bahwa al-Quran dan sunah Rasulullah yang 

menjadi sumber utama untuk merumuskan hukum sudah final dan terbatas, 

karena tidak mungkin diperbarui lagi. Disisi lain masyarakat senantiasa 

mengalami perubahan, baik berupa perubahan tatanan sosial, budaya, sosial 

ekonomi dan lainnya.
13

 Perubahan masyarakat menimbulkan permasalahan-

permasalahan baru terus berkembang tanpa batas.  

Permasalahan hukum yang muncul di dalam masyarakat tidak akan 

pernah berhenti karena didasari oleh perubahan masyarakat yang selalu 

bergerak mengikuti perubahan sosial. Secara ontologi masyarakat tidak 

berada dalam keadaan tetap terus-menerus, semua realitas sosial senantiasa 

                                                           
11

Bandingkan  dengan Akh. Minhaji, “Reorientasi Kajian Ushul Fiqih”, al-Jami‟ah Journal of 

Islamic Studies, No. 63/VI tahun 1999, 16-17. 
12

 Syamsul Anwar, “Teori Hukum Hukum Islam al-Ghazali dan Pengembangan Metode Penemuan 

Hukum Islam”, dalam M. Amin Abdullah et. al., Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi 

Kultural, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2002), 198. 
13

 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 163. 
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berubah dengan derajat kecepatan, intensitas, irama, dan tempo yang 

berbeda.
14

 

Perubahan sosial dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti 

kependudukan, habitat fisik, terknologi, atau struktur dan kebudayaan 

masyarakat.Sedangkan prosesnya dapat didorong oleh kemajuan sistem 

pendidikan, sikap toleransi terhadap penyimpangan perilaku, sistem 

stratifikasi sosial yang terbuka, tingkat heterogenitas penduduk, dan rasa 

ketidakpuasan terhadap kondisi kehidupan tertentu.
15

 

Perubahan sosial dengan berbagai faktor dan akibatnya, memberikan 

pengaruh terhadap hukum, dalam arti, menuntut adanya perubahan hukum 

dalam rangka menanggapi problema yang dimaksud. Dalam kaitan ini, 

Soerjono Dirdjo sisworo mengatakan : “terjadinya interaksi antara perubahan 

hukum dan perubahan masyarakat adalah fenomena nyata..... titik sentral 

sebagai penentu dari berbagai gejala yang juga menentukan watak dan 

perubahan hukum itu adalah manusia sendiri”
16

. Untuk itu seharusnya 

perubahan hukum Islam juga dapat mengikuti perubahan sosial.  

Ijtihad
17

 merupakan jembatan untuk menghubungkan jarak antara 

perubahan sosial dan pembaharuan hukum. Ijtihad sebagai sarana untuk 

menggali hukum langsung dari sumbernya yaitu al-Qur‟an dan sunah harus 

                                                           
14

Alimandan, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Prenada, 2011), 9. 
15

Soerjono Soekanto, Beberapa permasalahan dalam kerangka pembangunan di Indonesia, 

(Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975), 179. 
16

 Soerjono Dirdjo Sisworo, Sosiologi Hukum: Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial 

(Jakarta: CV. Rajawali, 1983), 83. 
17

Ijtihad menurut, mayoritas ulama ushul adalah pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang 

ahli fiqih atau mujtahid untuk memperoleh pengertian tingkat zhan mengenai hukum 

syara‟.Pengertian tersebut menunjukkan bahwa fungsi ijtihat adalah untuk mengeluarkan hukum 

syara‟ amali yang statusnya zhanni. Ibrahim Hosen, Memecahkan Permasalahan Hukum Baru, 

dalam Ijtihad Dalam Sorotan, ed. ….. (Bandung: Mizan, 1996), 23. 
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tetap dilakukan. Agar tidak terjadi kekosongan hukum pada permasalahan-

permasalahan baru yang muncul. Jika hal itu terjadi maka adigium hukum 

Islam s}olih likulli zama>n wa maka>n, dapat terwujud. 

Ijtihad merupakan sumber ketiga hukum Islam. Hal ini sesuai 

dengan sebuah hadis: Nabi Muhammad bertanya kepada Muad bin Jabal 

tentang bagaimana sikapnya bila ia menghadapi masalah yang penyelesaian 

atas masalah itu tidak terdapat di dalam al-Qur‟an maupun hadis, dan Ibn 

Jabal Menjawab bahwa ia akan melakukan Ijtihad.
18

 

Akan tetapi metode ijtihad yang selama ini berkembang hanya 

berkisar pada metode bayani (linguistik), ta‟lili (qiyasi: kausasi) dan istislahi 

(teleologis). Ketiganya hanya menggandakan teks tanpa menggunakan 

pendekatan empiris. Selain itu ruang untuk berijtihad juga pada nas-nas yang 

bersifat z}anny dari segi dalalahnya. Akan tetapi jika dalalah nas tersebut  

qat‟i maka tidak ada ruang untuk berijtihad
19

. 

Membatasi metode ijtihad hanya pada teks tidak akan dapat 

menjawab permasalahan yang muncul karena perubahan sosial yang terjadi di 

dalam masyarakat. hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam yang bersifat 

universal. Universalitas keberlakuan hukum Islam meniscayakan ketundukan 

semua pemeluk Islam pada ajaran-ajaran Islam, dimanapun dan kapanpun 

mereka berada, dan juga meniscayakan adanya nilai-nilai universal yang 

                                                           
18

 Harun Nasution, Ijtihad Sumber Ketiga Hukum Islam dalam Ijtihad dalam Sorotan, ed….. 

(Bandung: Mizan, 1996), 113. 
19

 Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad al-Syaukani (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 101.  
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terkandung di dalam hukum-hukum cabang yang mungkin berbeda satu 

tempat dengan lainnya.
20

 

Perbedaan ketentuan hukum dalam kasus yang sama ditempat yang 

berbeda, atau disatu tempat yang sama tetapi terjadi di waktu yang berbeda, 

mengindikasikan sifat fleksibilitas dan elastisitas hukum Islam itu sendiri 

dalam merespon persoalan-persoalan hukum.  Fleksibilitas dan elastisitas 

hukum Islam ini mendukung karakter universalitas tersebut. Hukum Islam 

atau fikih menjadi respon langsung terhadap realitas dan problematika hukum 

yang terjadi.
21

 

Hasbi as-Sidiqie menjelaskan bahwa sifat dasar hukum Islam adalah 

takammul (universal), wasat}iyah, dan harakah. Maksud dari takammul 

adalah lengkap, sempurna dan bulat terkumpul padanya aneka pandangan 

hidup.Hukum Islam menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda di 

dalam suatu kesatuan. Karenanya hukum Islam tidak menghendaki adanya 

pertentangan antara ushul dan furu‟, tetapi saling melengkapi dan 

menguatkan satu sama lain.
22

 

Sifat syumul dalam hukum Islam menjadikannya dapat melayani 

golongan yang tetap /bertahan pada apa yang sudah usang dan dapat melayani 

golongan yang ingin mendatangkan pembaharuan-pembaharuan dalam 

                                                           
20

 Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas, Fiqh al-Aqaliya>t dan Evolusi Maqa>sid al-Syariah dari 

Konsep ke Pendekatan (Yogyakarta: LkiS, 2010), 2. 
21

 Ibid., 3. 
22

 Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 105. 
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hukum Islam. Hukum Islam juga dapat berasimilasi dengan segala bentuk 

masyarakat serta tingkat kecerdasannya
23

. 

Sifat kedua dari hukum Islam adalah wasat}iyah, artinya hukum 

Islam menempuh jalan tengah, jalan yang seimbang tidak terlalu berat ke 

kanan mementingkan kewajiban dan tidak berat ke kiri mementingkan 

kebendaan. Hukum Islam menyelaraskan antara kenyataan dan fakta dengan 

ideal dan cita-cita. 

Keseimbangan dalam hukum Islam nampak terlihat dan tergambar 

antara yang lama dan yang baru, antara masa dahulu dan masa kini. Pohonnya 

kokoh teguh, tidak goncang dan berubah, tetapi cabang dan rantingnya 

senantiasa berkembang. Hukum Islam tidak beku atau cair tetapi terletak 

diantara keduanya. Hukum Islam terletak diantara pikiran manusia yang 

bersifat materi dan pikiran manusia yang cenderung pada kejiwaan. Sifat 

takammul artinya adalah keseimbangan
24

. 

Dari segi harakah, hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak 

dan berkembang, mempunyai daya hidup, dapat membentuk diri sesuai 

dengan perkembangan dan kemajuan. Hukum Islam dalam geraknya 

menyertai perkembangan mansia, mempunyai kaidah asasiyyah, yaitu ijtihad. 

Dengan ijtihad hukum Islamakan menjawab segala tantangan masa, dapat 

memenuhi tantangan zaman dengan tetap memelihara kepribadian dan nilai-

nilai asasinya.
25

 

                                                           
23

Ibid., 106. 
24

Ibid., 107. 
25

Ibid., 108. 
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Teori takammul, wasat}iyah, dan harakah menjadikan hukum Islam 

senantiasa berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. 

Oleh karena itu hukum Islam patut disebut ‚S}a>lih li kulli zama>n wa maka>n‛.  

Sifat dasar hukum Islam tersebut menuntut hukum Islam untuk 

selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Teori tentang perubahan 

hukum Islam, dirumuskan oleh para ulama‟ dalam sebuah kaidah fikhiyah : 

26تغير انفتىي تحسة تغير الأزينح و الأيكنح والأحىال واننياخ وانعىاعذ
 

“Perubahan fatwa karena perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat 

kebiasaan”. 

Kaidah tersebut memberikan konsep yang menarik tentang hukum 

Islam. Hukum Islam yang selama ini dibentuk hanya dengan menggunakan 

metode yang terpaku pada nas, dalam kaidah ini pandangan tersebut berubah, 

bahwa hukum Islam juga dapat dibentuk oleh sesuatu di luar nas. Hukum 

Islam dapat berubah mengikuti perkembangan masyarakat tergantung pada 

tempat, waktu, keadaan, niat dan adat dari masyarakat tersebut. Secara 

sederhana dapat dikatakan hukum islam dapat berubah mengikuti perubahan 

sosial.  

Contoh nyata implementasi dari kaidah ini adalah adanya Kompilasi 

Hukum Islam di Indonesia. Hukum islam yang terdapat di dalam Kompilasi 

Hukum Islam adalah hukum Islam yang sesuai dengan kondisi masyarakat 

Indonesia. Di dalam Kompilasi Hukum Islam terkandung materi hukum Islam 

                                                           
26

 Ibn Qayyim al-Jauziyah, I’la>m al-Muwaqi’i >n (Bairut: Maktabah al-„Asriyah, 2003), Juz I, 12. 

Kaidah tersebut juga dapat ditemukan dalam beberapa kitab, diantaranya, Muhammad Sidqi al-

Burnu. Al-Waji>z fi> i>dah Qawa>id al-fiqhiyya>t al-Kulliya>t (Riyad: Muassasat al-Risa>la>t, 1983), 

ahmad Ibn Muhammad al-Zarqa, Sarh Qawa>id al-Fiqhiyya>t (Damaskus: Da>r al-Qala>m, 1989). 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 
 

tentang Perkawinan, hibah, wasiat, wakaf dan warisan. Akan tetapi materi 

yang ada di dalamnya tidak lagi seperti yang terdapat pada kitab-kitab fikih. 

Materi tersebut telah mengalami penyesuaian dengan kondisi masyarakat 

Islam di Indonesia. Jadi ada beberapa contoh aturan hukum yang sama sekali 

berbeda dengan fikih seperti harta bersama, wasiat wajibah, dan ahli waris 

pengganti.
27

  

Akan tetapi yang menjadi pertanyaan  adalah seberapa jauh hukum 

Islam yang dikonsepsikan sebagai titah Allah dapat mengakomodir perubahan 

sosial yang kemudian menjadikannya pijakan sebagai perubahan hukum 

Islam. Apakah ada batas-batas tertentu yang menjadi batasan wilayah 

perubahan hukum Islam. Apakah hukum Islam selalu mengikuti gerak 

perubahan sosial atau hanya pada keadaan-keadaan tertentu saja, jika 

demikian keadaan seperti apa yang bisa merubah hukum Islam. Pertanyaan-

pertanyaan inilah yang menarik untuk dijawab, dan diangkat menjadi 

penelitian. 

Di sisi lain hukum barat yang selama berabad-abad didominasi aliran 

positivisme hukum, pada masa modern ini mulai berubah. Kajian  tentang 

hukum telah bergeser dari positivisme yang memandang hukum sebagai 

perintah yang diberikan penguasa (law is a command of  lawgivers)
28

 ke arah 

sosiologis yang memberikan ruang kepada aspek kehidupan masyarakat 

dalam membentuk hukum. Hukum tidak lagi menjadi sesuatu yang otonom 

                                                           
27

 M. Yahya Harahap, Materi Kompilasi Hukum Islam, dalam Peradilan Agama dan Kompilasi 

Hukum Islam, ed. Mahfud MD dkk (Yogyakarta: UII PRESS, 1993), 54. 
28

 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2002), 

56. 
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dan tidak tersentuh oleh alam empirisnya, tetapi berubah menjadi produk 

dialektika antara teori-teori hukum dengan alam empirisnya. 

Pokok pemikiran Positivisme tentang hukum dapat dilihat dari tiga 

aspek, pertama hukum hanya dipandang sebagai undang-undang atau menurut 

John Austin hukum didefinisikan sebagai komando. Kedua hukum dipisahkan 

secara tegas dengan moral dan politik. Ketiga, dalam proses judicial hukum 

hanya hakim mengambil putusannya hanya pada peraturan hukum yang ada.
29

 

Dari pokok pemikiran positivisme di atas dapat dipahami bahwa 

hukum adalah hal yang otonom, berdiri sendiri, tidak ada hubungannya 

dengan masyarakat dimana hukum diberlakukan. Hukum juga dipisahkan dari 

moralitas dan rasa keadilan. Bahkan jika hukum itu tidak adil tetap harus 

ditaati.Hal ini menjadikan hukum tidak terpengaruh oleh perubahan 

sosial.Perkembangan masyarakat bukanlah sesuatu yang dapat merubah 

hukum. 

Mazhab hukum sosiologis memberikan konsep baru tentang hukum,  

bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang 

hidup di masyarakat.
30

Pemahaman ini mengindikasikan bahwa ada hubungan 

yang erat antara hukum dengan masyarakat. Hukum bukanlah sesuatu yang 

otonom, dan terlepas dari moralitas masyarakat. Hukum juga memiliki tujuan 

yaitu keadilan. Hukum bukanlah perintah dari penguasa an sich. Tetapi 

hukum juga bagian dari sistem sosial yang ada dalam masyarakat itu sendiri. 

                                                           
29

 Andre ata Ujan, Filsafat Hukum; Membangun Hukum, Membela Keadilan (yogyakarta: 

Kanisius, 2009), 66-67. 
30

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 1995), 128. 
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Hubungan antara hukum dan masyarakat adalah hal yang menarik 

untuk diangkat menjadi sebuah penelitian karena banyak permasalahan yang 

harus dijawab untuk menjelaskan pola hubungan tersebut. Diantaranya adalah 

apa bentuk hubungan antara hukum dan masyarakat, bagaimana proses 

hubungan itu berlangsung, dan apakah diantara keduanya saling 

memperngaruhi, seberapa besar pengaruhnya?. 

Baik dalam hukum Islam maupun hukum barat, hubungan antara 

hukum dan perubahan sosial merupakan pembahasan yang menarik untuk 

dikaji. Untuk itulah penulis tertarik mengkaji persoalan ini karena menurut 

penulis penelitian ini sangat penting untuk menjawab permasalahan-

permasalahan di atas. 

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas ada beberapa 

masalah yang dapat diidentifikasi diantaranya adalah : 

1. Bagaimana hubungan hukum dan masyarakat ? 

2. Bagaimana proses perubahan sosial terjadi ? 

3. Apa pengaruh perubahan sosial terhadap hukum Islam ? 

4. Apa pengaruh perubahan sosial terhadap hukum dalam teori hukum barat 

? 

5. Bagaimana konsep hukum dalam kaidah “Taghayyur Al-Ahka>m Bi> 

Taghayyur Al-Azminah, Wa Al-Amkinah, Wa Al-Ahwal Wa al-niyya>t 

Wa Al-Awa>id” ? 

6. Bagaimana konsep hukum menurut sosiological jurisprudence ?. 
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7. Apakah ada persamaan dan perbedaan konsep hukum antara kaidah 

“Taghayyur Al-Ahka>m Bi> Taghayyur Al-Azminah, Wa Al-Amkinah, Wa 

Al-Ahwal Wa al-niyya>t Wa Al-Awa>id” dan sosiological jurisprudence ?. 

C. Rumusan Masalah  

Dari identifikasi masalah-masalah penelitian di atas, penulis memilih 

dua rumusan masalah yang akan diteliti di dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana konsep hukum dalam kaidah “Taghayyur al-Ahka>m bi> 

Taghayyur al-Azminah, wa al-Amkinah, wa al-Ahwa>l wa al-Niyya>t wa 

al-Awa>id”, dan Sosiological Jurisprudence ? 

2. Apa persamasan dan perbedaan konsep hukum dalam kaidah “Taghayyur 

al-Ahka>m bi> Taghayyur al-Azminah, wa al-Amkinah, wa al-Ahwa>l wa al-

Niyya>t wa al-Awa>id” dan Sosiological Jurisprudence? 

Penulis memilih dua rumusan masalah ini karena dengan kedua 

rumusan masalah tersebut akan diketahui secara jelas pengaruh perubahan 

sosial terhadap hukum, baik dari paradigma kaidah Taghayyur al-Ahka>m bi> 

Taghayyur al-Azminah, wa al-Amkinah, wa al-Ahwa>l wa al-Niyya>t wa al-

Awa>id, maupun dari paradigma Sosiological Jurisprudence.  

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan obyek kajian dan rumusan masalah yang 

dikemukakan di atas, tujuan penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui konsep hukum dalam kaidah“Taghayyur Al-Ahka>m 

Bi> Taghayyur Al-Azminah, Wa Al-Amkinah, Wa Al-Ahwal Wa al-niyya>t 

Wa Al-Awa>id”, dan sosiological Jurisprudence. 
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2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep hukum antara kaidah 

“Taghayyur Al-Ahka>m Bi> Taghayyur Al-Azminah, Wa Al-Amkinah, Wa 

Al-Ahwal Wa al-niyya>t Wa Al-Awa>id” dan Sosiological Jurisprudence. 

E. Kegunaan Penelitian 

Sejalan dengan tujuan penelitian ini, hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat berguna. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat 

memberikan informasi secara deskriptif pada kalangan akademis tentang 

konsep hukum dalam kaidah “Taghayyur Al-Ahka>m Bi> Taghayyur Al-

Azminah, Wa Al-Amkinah, Wa Al-Ahwal Wa al-niyya>t Wa Al-Awa>id”, dan 

sosiological Jurisprudence. 

Sedangkan secara praktis penelitian ini berguna sebagai referensi 

dan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya bagi para akademisi atau 

praktisi hukum dalam menggali hukum Islam. Khususnya dalam konsep 

hukum dalam kaidah “Taghayyur Al-Ahka>m Bi> Taghayyur Al-Azminah, Wa 

Al-Amkinah, Wa Al-Ahwal Wa al-niyya>t Wa Al-Awa>id”, dan sosiological 

Jurisprudence.  

F. Kerangka Teoritik 

Untuk menunjang penelitian ini berikut kami jelaskan beberapa teori 

yang berhubungan dengan penelitian. 

1. Perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi di 

dalam atau mencakup sistem sosial, lebih tepatnya terdapat perbedaan 

antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan. Hawley 

mendefinisikan perubahan sosial sebagai setiap perubahan yang tak 
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terulang dari sistem sosial sebagai satu kesatuan. Menurut Macionis 

perubahan sosial adalah transformasi dalam organisasi masyarakat dalam 

pola berpikir dan dalam perilaku pada waktu tertentu. Sedangkan menurut 

Parsell, perubahan sosial adalah modifikasi atau transformasi dalam 

pengorganisasian masyarakat. Farley memberikan definisi bahwa 

perubahan sosial adalah perubahan pola perilaku, hubungan sosial, 

lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu.
31

 

Perubahan sosial dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, tergantung 

pada sudut pengamatan: apakah dari sudut aspek, fragmen, atau dimensi 

sistem sosialnya. Ini disebabkan keadaan sistem sosial itu tidak sederhana, 

tidak hanya berdimensi tunggal, tetapi muncul sebagai kombinasi atau 

gabungan hasil keadaan berbagai kemponen seperti berikut :
32

 

a. Unsur-unsur pokok (misalnya: jumlah penduduk dan jenis individu, 

serta tindakan mereka). 

b. Hubungan antar unsur (misalnya: ikatan sosial, liyalitas 

ketergantungan, integrasi). 

c. Berfungsinya unsur-unsur di dalam sistem (misalnya: peran pekerjaan 

yang dimainkan oleh individu). 

d. Pemeliharaan batas (misalnya: kriteria untuk menentukan siapa saja 

yang termasuk anggota sistem, syarat penerimaan individu dalam 

kelompok, dan prinsip rekrutmen dalam organisasi). 

                                                           
31

 Alimandan, Sosiologi, 3-4. 
32

 Ibid. 
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e. Subsistem (misalnya: jumlah dan jenis seksi, segmen, atau divisi, 

khusus yang dapat dibedakan). 

f. Lingkungan (misalnya: keadaan alam atau lokasi geopolitik). 

2. Kaidah “Taghayyur Al-Ahka>m Bi> Taghayyur Al-Azminah, Wa Al-

Amkinah, Wa Al-Ahwal Wa al-niyya>t Wa Al-Awa>id” merupakan salah 

satu dari al-qawa>’id al-fiqhi>yah. Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa Al-

qawa>’id al-fiqhi>yah adalah Prinsip-prinsip fikih yang yang bersifat 

umum, dirumuskan ke dalam susunan kata-kata yang ringkas seperti 

undang-undang, mengandung hukum-hukum legislasi umum tentang 

kasus-kasus hukum yang tercakup dalam kompetensinya.
33

 Kaidah ini 

menunjukkan bahwa hukum Islam dapat berubah sesuai dengan 

perubahan waktu, tempat, niat dan kebiasaan.  

3. Sosiological jurisprudence adalah salah satu mazhab dari aliran filsafat 

hukum yang menganggap bahwa hukum yang baik adalah hukum yang 

sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat.  Kata sesuai pada uraian 

tersebut mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat. Mazhab ini merupakan antitesa dari positivisme hukum.  

G. Penelitian Terdahulu 

Fokus penelitian dalam tesis ini adalah membahas konsep hukum 

yang ada pada kaidah Taghayyur Al-Ahka>m Bi> Taghayyur Al-Azminah, Wa 

Al-Amkinah, Wa Al-Ahwal Wa al-niyya>t Wa Al-Awa>id, kemudian 

mengkomparasikannya dengan konsep hukum yang ada pada Sosiological 

                                                           
33

Abdul Mun‟im, Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 

63. 
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jurisprudence. Konsep hukum yang ditawarkan oleh keduanya sama-sama 

memberikan peran pada kondisi sosial terhadap pembentukan hukum.  

Setelah melakukan penelusuran terhadap buku-buku dan hasil penelitian 

terdahulu, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang pokok 

pembahasannya hampir sama dan mendekati dengan pembahasan penulis 

diantaranya adalah. 

Pertama, Abdul Mun‟im Saleh, Disertasi tahun 2007 IAIN Sunan 

Ampel Surabaya dengan judul : FIQH DAN NALAR INDUKTIF: Kajian 

atas al-Qawa>id al-Fiqhiyyah dalam Perspektif Induktif. Disertasi ini berupaya 

menemukan makna terbentuknya ilmu kaidah-kaidah fikih dam sejarah 

pemikiran Islam. Pembahasan dalam disertasi tersebut adalah, sejarah 

munculnya gagasan menggunakan nalar induktif yang kemudian melahirkan 

al-Qawa>id al-Fiqhiyyah  yang sangat berguna dalam mengembangkan 

hukum. Kaidah-kaidah dalam al-Qawa>id al-Fiqhiyyah  membentuk prinsip 

hukum maupun kaidah hukum yang memandu pengembangan ilmu 

pengetahuan yang dalam hal ini adalah fikih. Sebagai hasil dari induksi, 

fungsi al-Qawa>id al-Fiqhiyyah  dalam meramal ancangan terhadap kasus baru 

tidak memiliki kebenaran mutlak, melainkan hanya probabel saja, dengan 

bukti memiliki daya berlaku yang hanya aghlabi>yah. Perkembangan hukum 

islam memerlukan induksi dengan hasil karena adanya kewajiban mentaati 

sumber wahyu disatu pihak dan tanggap terhadap persoalan baru di lain 

pihak. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19 
 

Kedua Abdul Haris, Disertasi tahun 2014 UIN Sunan Ampel 

Surabaya, dengan Judul: Implementasi Kaidah Taghayyur al-Ahka>m di 

Pesantren Jawa Timur. Penelitian ini membahas eksistensi kaidah Taghayyur 

al-Ahka>m di beberapa pondok pesantren di Jawa Timur, yang menjadi fokus 

penelitiannya adalah bagaimana pandangan pesantren tentang kaidah 

Taghayyur al-Ahka>m  dan bagaimana implementasi kaidah tersebut. Di 

dalam [enelitian ini di dapatkan kesimpulan bahwa eksistensi kaidah 

Taghayyur al-Ahka>m  adalah sebuah keniscayaan. Akan tetapi kaidah 

tersebut tidak dapat digunakan pada seluruh aspek hukum Islam. Kaidah 

tersebut hanya dapat digunakan dalam kategori hukum yang bersifat zanniyah 

furu>iyyah, ijtiha>diyyah, ‘aqliyah, ‘urfiyyah, dan ikhtilafiyyah.   

Ketiga, M. Sulhan Jauhari, Tesis tahun 2013 IAIN Sunan Ampel 

Surabaya dengan judul : Implikasi Kaidah Fikih Ma> H}aruma Akhdhuhu 

H}aruma I’t}a’uhu. Tesis ini membahas keterkaitan dan perngaruh kaidah  Ma> 

H}aruma Akhdhuhu H}aruma I’t}a’uhu terhadap bidang muamalah 

kontemporer seperti hukum seputar bejana dari emas dan perak, kain sutera 

bagi laki-laki, hewan secara khusus anjing dan babi, alat-alat musik, seputar 

kamr dan upah melacur, serta pemasalahan suap dan upah hasil meramal atau 

praktek paranormal. 

Keempat, Misbahuzzulam, Tesis tahun 2012 IAIN Sunan ampel 

Surabaya dengan judul : Implikasi Kaidah fikih al-Maysu>r la> Yasqut bi al-

Ma’su>r terhadap Ibadah. Dalam tesis ini dibahas keberlakuan kaidah al-
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Maysu>r la> Yasqut bi al-Ma’su>r  pada seluruh macam ibadah dan implikasi 

kaidah ini terhadap seorang hamba.  

Dari keempat penelitian di atas, hanya ada satu penelitian yang 

membahas kaidah fikih Taghayyur Al-Ahka>m Bi> Taghayyur Al-Azminah, 

Wa Al-Amkinah, Wa Al-Ahwal Wa al-niyya>t Wa Al-Awa>id.  Akan tetapi 

penelitian tersebut difokuskan pada pandangan pesantren terhadap eksistensi 

kaidah Taghayyur Al-Ahka>m. 

Akan tetapi dalam penelitian ini yang menjadi obyek pembahasan 

penulis adalah konsep hukum yang ada pada kaidah Taghayyur Al-Ahka>m Bi> 

Taghayyur Al-Azminah, Wa Al-Amkinah, Wa Al-Ahwal Wa al-niyya>t Wa 

Al-Awa>id, dikomparasikan dengan konsep hukum yang ada pada 

Sosiological jurisprudence, yang sama-sama menggunakan pendekatan 

empiris dalam mpembentukan hukum. Jadi penelitian ini berbeda dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya.  

H. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan dalam rumusan masalah di atas.  diperlukan metode penelitian. 

Adapun pembahasan mengenai metode penelitian tersebut meliputi : tipologi 

penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode 

analisis data. 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), 

dengan menggunakan bahan-bahan tertulis dalam bentuk buku, kitab, 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21 
 

majalah, jurnal dan sumber-sumber lainnya yang sesuai dengan 

pembahasan. 

Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

filosofis logis
34

 untuk memaparkan kaidah Taghayyur Al-Ahka>m Bi> 

Taghayyur Al-Azminah, Wa Al-Amkinah, Wa Al-Ahwal Wa al-niyya>t 

Wa Al-Awa>id,. Hasil dari pendekatan ini akan dielaborasikan dengan 

teori sosiological jurisprudence. 

2. Jenis dan sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa teks atau dokumen yang  

yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Untuk mendapatkan 

penjelaskan komprehensif mengenai perubahan sosial dan pengaruhnya 

terhadap hukum baik dari perspektif kaidah Taghayyur Al-Ahka>m Bi> 

Taghayyur Al-Azminah, Wa Al-Amkinah, Wa Al-Ahwal Wa al-niyya>t 

Wa Al-Awa>id, atau aliran Sosiological Jurisprudence, maka diperlukan 

data sebagai berikut. 

a. Data primer 

Kaidah Taghayyur Al-Ahka>m Bi> Taghayyur Al-Azminah, Wa Al-

Amkinah, Wa Al-Ahwal Wa al-niyya>t Wa Al-Awa>id, yang termaktub 

dalam beberapa kitab yaitu : 

1) Ibn Qayyim Al-Jauziyah. I‟lam al-Muwaqi‟in,Bairut: Maktabah 

al-„Asriyah, 2003. 

                                                           
34

Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fiqh; Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian 

(Bogor: Kencana, 2003),18. 
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2) Muhammad Sidqi Al-Burnu. Al-Wajiz fi idah Qawaid al-fikihiyat 

al-Kulliyat, Riyad: Muassasat al-Risalat, 1983. 

3) Ahmad Ibn Muhammad al-Zarqa, Sarh Qawaid al-Fikihiyyat, 

Damaskus: Dar al-Qalam, 1989. 

4) Ali Haidar. Durur al-Hukkam: sarh Majallat al-Ahkam, Bairut, 

Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991. 

b. Data sekunder 

Yaitu buku-buku yang mambahas tentang Kaidah Taghayyur Al-

Ahka>m Bi> Taghayyur Al-Azminah, Wa Al-Amkinah, Wa Al-Ahwal 

Wa al-niyya>t Wa Al-Awa>id,, Buku-buku tentang aliran Sosiological 

Jurisprudence, yang memberikan gambaran tentang, sejarah, tokoh 

dan pokok pemikiran dari aliran ini diataranya adalah. 

1) Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, 

Bandung: Mandar Maju, 2002. 

2) Alimandan, Sosiologi Perubahan Sosial, Jakarta: Prenada, 2011. 

3) Andre ata Ujan. Filsafat Hukum; Membangun Hukum, Membela 

Keadilan,Yogyakarta: Kanisius, 2009. 

4) Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. 

5) Abdul Mun‟im. Hukum Manusia Sebagai Hukum 

Tuhan,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. 
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3. Teknik pengumpulan data 

Sehubungan dengan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini maka 

teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi. Dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, mengumpulkan semua data 

yang berkaitan dengan obyek penelitian. Kemudian menyusun data dan 

mengklasifikasi data tersebut untuk kemudian ditelaah dan dihubungkan 

dengan masalah penelitian. Kemudian menafsirkan data tersebut dan 

mengkoseptualisasikannya. 

4. Metode analisa data  

Apabila keseluruhan data yang diperlukan dalam penelitian ini telah 

terkumpul dan diolah sedemikian rupa, maka kemudian akan dianalisis 

dengan menggunakan metode content analysis. Metode content analysis 

merupakan salah satu teknik analisis data yang sering digunakan dalam 

penelitian kualitatif. Menurut Max Weber yang dikutip oleh Meleong, 

metode content analysis merupakan metode penelitian yang 

memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang 

shahih dari sebuah buku atau dokumen.
35

 Atas dasar itu metode analisa ini 

lebih banyak dipakai untuk meneliti dokumen dalam bentuk teks untuk 

memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.
36

 

Pada intinya analisis isi diarahkan pada materi atau teks yang terdapat 

pada buku, dokumen, atau karya tulis lain yang berhubungan dengan 

                                                           
35

Lexy J Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remadja Rosda, 2002), 163. 
36

Rahmah Ida, Ragam Penelitian Isi Media Kualitatif dan Kuantitatif. Dalam Burhan Bungin 

Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke arah Ragam Varian Kontemporer 

(Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 191. 
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kaidah “Taghayyur Al-Ahka>m Bi> Taghayyur Al-Azminah, Wa Al-

Amkinah, Wa Al-Ahwal Wa al-niyya>t Wa Al-Awa>id”, dan teori 

sosiological jurisprudence. Adapun data yang diperoleh, akan diolah 

secara descriptif analisis komparatif  guna mendapatkan gambaran secara 

jelas dan komprehensif konsep hukum pada kaidah taghayyaur dan teori 

sosiological jurisprudece kemudian membandingkannya. 

I. Sistematika Pembahasan 

Lebih mudah memahami bagunan secara macro pada tesis ini penulis 

tampilkan sistematika pembahasan sebagai berikut. Agar dalam penulisan ini 

lebih terarah maka penulis menyusunnya ke dalam sistematika pembahasan 

sebagai berikut: 

Bab I yakni pendahuluan, berisi tentang uraian latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua yakni landasan teori, yang membahas aliran Sosiological 

jurisprudence. Dalam bab ini akan dibahas latar belakang munculnya aliran, 

tokoh, dan konsep hukum yang ada dalamnya. 

Bab ketiga membahas tentang kaidah Taghayyir Al-Ahkam Bi Taghayyir Al-

Azminah, Wa Al-Amkinah, Wa Al-Ahwal Wa Al-Awaaid , yang meliputi 

landasan filosofis dan metodologis, kedudukan, dan konsep hukum yang ada 

dalam kaidah tersebut. 
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Bab keempat akan membahas tentang persamaan dan perbedaan konsep 

hukumdi dalam kaidah “Taghayyir Al-Ahkam Bi Taghayyir Al-Azminah, Wa 

Al-Amkinah, Wa Al-Ahwal Wa Al-Awaaid”, dan aliran sosiological 

jurisprudence. Hal ini dilakukan untuk memperoleh jawaban dari masalah 

penelitian ini. 

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Tujuannya 

adalah memberi kemudahan untuk mengetahui kesimpulan dari penelitian 

secara ringkas dan menyampaikan kekurangan, harapan ataupun masukan 

untuk penelitian ini dalam bentuk saran. 


